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Abstract: This writing attends to know and how to 
find the legal problem solving which cases in Law of 
Crimminal Procedur Book (KUHAP) espicially legal 
or illegal underrating based on indictment of Abu 
Bakar Ba’asyir. To analyze the implementation based 
on due process law, that’s make some cases how to 
solve the problem among people. That due process law 
directed a point find a legal problem solving which in 
legal or illegal process. In other words,  that is the due 
process law producing by KUHAP was to be executed 
or not, second, is the rights of arrester can be legal or 
illegal execution in with producing by KUHAP, until 
those each of persons were filed the human raights as 
became as freedom. The other think that to analyzed 
the nornms and rules with in due process law above a 
legal or illegal underrating on Abu Bakar Ba’asyir.  
To process the extra court is the rights for every one. 
That the suspect or the accused men can be depended 
their rights form his accusation by rules. In the chapter 
77 KUHAP was ruled which in limitative above 
competence of extra court to investigated and to make 
decision are. The first to investigate the arrest legal or 
illegally process and to end discontinuance of 
investigation and indictment. Second, to ask the 
compensation/indemnity rehabilitation relating with the 
legal or illegally process and to end discontinuance of 
investigation and indictment. 
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Pendahuluan  
Penulisan tentang praperadilan terhadap sah tidaknya penahanan 
ini didasarkan pada praperadilan yang dimohonkan oleh Abu Bakar 
Ba’asyir. Kasus ini bermula ketika Kepolisian Republik Indonesia 
selaku penyidik menerima cukup informasi dan bukti awal untuk 
menentukan bahwa Ba’asyir menjadi tersangka atas keterlibatan pada 
peristiwa pengeboman, rencana pembunuhan Presiden Megawati dan 
masalah keimigrasian, yaitu informasi dari beberapa saksi termasuk 
keterangan yang didapatkan dari Amerika Serikat, yakni keterkaitan 
antara Ba’asyir dengan Umar Al-Farouq yang disebut-sebut sebagai 
gembong teroris. 
Pada Kamis, 17 Oktober 2002 sekitar jam 20.00 di 
kediamannya, Ba’asyir menerima surat panggilan No. Pol: S. 
Pgl/1057/X/2002/Pidum tanggal 17 Oktober 2002 dari Kepolisian 
Republik Indonesia untuk hadir dan didengar keterangannya sebagai 
tersangka pada Sabtu, 19 Oktober 2002 di Jakarta. Namun Ba’asyir 
tidak dapat memenuhi panggilan dari kepolisian tersebut karena tiba-
tiba saja pada tanggal 18 Oktober 2002, Ba’asyir terserang sesak nafas 
sampai tidak sadarkan diri yang membuatnya harus menjalani rawat 
inap di rumah sakit PKU Muhammadiyah Solo. 
Ketidakhadiran Ba’asyir ke Jakarta untuk didengar 
keterangannya sebagai tersangka membuat penyidik pada tanggal 19 
Oktober 2002 mengeluarkan surat perintah penangkapan atas diri 
Ba’asyir No. Pol: SP. Kap/95/X/2002/Pidum dengan dasar 
penangkapan antara lain Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 Pasal 48 
dan Pasal 58 yang berkaitan dengan keimigrasian, yaitu Ba’asyir pergi 
dan kembali tanpa dokumen yang sah, Pasal 104 Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP), yaitu rencana hendak membunuh Presiden 
Megawati dan Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1951 Pasal 1 Ayat 
(1), yakni Ba’asyir dianggap mengetahui beberapa kasus peledakan 
Bom. Alasan Penyidik mengeluarkan surat perintah penahanan karena 
Ba’syir dinilai tidak kooperatif, sebelumnya ia telah dipanggil, tetapi 
tidak datang dan sekarang ia tidak hadir kembali dengan menyatakan 
dirinya sakit. Kemudian pada tanggal 20 Oktober 2002, surat 
penangkapan tersebut dilanjutkan dengan surat perintah penahanan 
terhadap diri Ba’asyir No. Pol: SP. Han/22/X/2002. 
Kondisi kesehatan Ba’asyir yang sedang menjalani perawatan di 
rumah sakit PKU Muhammadiyah Solo menyebabkan tidak 
dimungkinkanya dilakukan penahanan, maka Kepolisian RI pada 
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tanggal 20 Oktober 2002 melakukan penangguhan penahanan dengan 
mengeluarkan Surat Perintah Pembantaran No. Pol: Sp. Han/22. 
a/X/2002.  
Ba’asyir yang diwakili oleh Tim Penasihat hukumnya merasa 
keberatan dengan segala tindakan dan sangkaan Kepolisian RI yang 
dibebankan terhadap dirinya. Belum lagi Ba’asyir beranggapan bahwa 
Kepolisian RI yang seharusnya mengayomi kepentingan warga 
masyarakat dan warga negara Indonesia, malah memojokkan dirinya. 
Tim Penasihat Hukum Ba’asyir berpendapat bahwa penangkapan, 
penahanan dan pembantaran yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian 
RI atas diri Ba’asyir tidak sah, karena tidak dilandasi oleh bukti 
permulaan yang cukup sebagaimana disyaratkan dalam Undang-undang 
No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan tidak 
sesuai dengan syarat-syarat lain untuk melakukan penahanan dalam 
KUHAP.  
Atas keberatan Tim Penasihat Hukum Ba’asyir terhadap 
tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian RI, pada tanggal 28 Oktober 
2002 Tim Penasihat Hukum Ba’asyir mengajukan permohonan 
Praperadilan dengan nomor registrasi 27/Pid/Prap/2002/PNJS di 
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang berisi permohonan untuk 
menguji sah tidaknya penangkapan dan penahanan atas diri Abu Bakar 
Ba’asyir sebagai Pemohon yang dilakukan oleh Pemerintah RI cq 
Kepala Polri cq Korps Reserse Polri cq Direktorat Pidana Umum 
sebagai termohon (Theodora, 02 April 2003). 
 Uraian di atas tersebut dapatlah sekiranya diambil suatu 
rumusan masalah yaitu:Apakah penahanan terhadap Abu Bakar Ba’syir 
sah atau tidak menurut KUHAP? 
 
Tinjauan Umum tentang Penahanan 
 Maksud penahanan menurut penjelasan pasal 1 butir 21 
KUHAP: ”Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di 
tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan 
penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-
undang ini”. 
 Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 21 di atas, semua instansi 
penegak hukum mempunyai wewenang untuk melakukan penahanan. 
Juga dari ketentuan tersebut telah diseragamkan istilah tindakan 
penahanan. Tidak dikacaukan lagi dengan berbagai istilah seperti yang 
dulu dalam HIR, yang membedakan dan mencampuraduk antara 
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penangkapan, penahanan sementara, dan tahanan sementara yang dalam 
peristilahan Belanda disebut de verdachte aan te houden (pasal 60 ayat 
1 HIR yang berarti ”menangkap tersangka”, dan untuk menahan 
sementara digunakan istilah voorlopige aa houding (pasal 62 ayat 1 
HIR). Serta untuk surat perintah penahanan yang dimaksud pasal 83 
HIR dipergunaka istilah zijin gevangen houding bevelen.  
Dalam KUHAP, semuanya disederhanakan. Tidak lagi dijumpai 
kekacauan antara pengertian penangkapan dengan penahanan sementara 
atau tahanan sementara. Juga tidak ada lagi kekacauan masalah 
wewenang yang berhubungan dengan penehanan sementara dan 
penahanan sementara. Yang ada hanya dua istilah dengan batas 
wewenang yang tegas, yakni penangkapan yang wewenangnya 
diberikan kepada penyidik. Batas waktunya hanya 1 hari dan mesti ada 
surat tugas serta surat perintah penangkapan (Harahap, 2004: 164). 
 Sehubungan dengan penetapan waktu yang sangat terbatas bagi 
setiap instansi, merupakan hal yang baru sangat menggebirakan dalam 
dunia penegakan hukum. Sebab dengan pembatasan yang limitatif 
tersebut, tercipta tegaknya kepastian hukum dalam penahanan. Tidak 
lagi seperti dulu, pada masa HIR, yang memberi keleluasaan bagi Ketua 
Pengadilan Negeri untuk memperpanjang penahanan tanpa batas, 
sehingga sering terjadi perpanjangan tahanan yang melebihi satu atau 
dua tahun. Benar-benar tidak ada kepastian hukum bagi seorang 
tersangka yang ditahan. 
 Tujuan penahanan disebutkan dalam pasal 20, yang 
menjelaskan: 
1. untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atau penyidik pembantu 
atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan. Mengenai 
ukuran kepentingan pada dasarnya ditentukan oleh kenyataan 
keperluan pemeriksaan penyidikan itu sendiri secara objektif. 
Tergantung kepada kebutuhan tingkat upaya penyidik untuk 
menyelesaikan fungsi pemeriksaan penyidikan yang tuntas dan 
sempurna sehingga penyidikan benar-benara mencapai hasil 
pemeriksaan yang akan diteruskanm kepada penuntut umum, untuk 
dipergunakan sebagai dasar pemeriksaan didepan sidang pengadilan. 
Berarti, jika pemeriksaan penyidikan sudah cukup, penahanan tidak 
diperlukan lagi, kecuali ada alasan lain untuk menahanan tersangka 
(pasal 20 ayat 1). 
2. penahanan yang dilakukan oleh penuntut umum, bertujuan untuk 
kepentingan penuntutan (pasal 20 ayat 2). 
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3. demikian juga penahanan yang juga dilakukan oleh peradilan, 
bertujuan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan. 
Hakim berwenang melakukan penahanan dengan penetapan yang 
didasarkan kepada perlu tidaknya penahanan dilakukan sesuai 
dengan kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan (pasal 20 ayat 
3). (Harahap, 2004: 165). 
 
Dasar Penahanan 
Landasan penahanan meliputi dasar hukum, keadaan serta 
syarat-syarat yang memberi kemungkinan melakukan tindakan 
penahanan. Antara yang satu dengan lainnya dari dasar tersebut, saling 
menopang kepada unsur yang lain. Sehingga kalau salah satu unsur 
tidak ada, tindakan penahanan kurang memenuhi asas legalitas 
meskipun tidak sampai dikualifikasi sebagai tindakan yang tidak sah 
(ilegal). Misalnya yang terpenuhi hanya unsur landasan hukum atau 
yang sering juga dinamakan landasan unsur objektif, tetapi tidak 
didukung unsur keperluan atau yang disebut  unsur subyektif, serta 
tidak dikuatkan unsur syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, 
penahanan yang seperti itu lebih bernuansa ”kezaliman”, dan kurang 
berdimensi relevansi dan urgensi. 
 Adapun unsur yang menjadi landasan dasar penahanan akan 
diuraikan sebagai berikut: 
1. Landasan dasar atau unsur yuridis yang disebut sebagai dasar hukum 
atau objektif, karena undang-undang sendiri telah menentukan 
terhadap pasal-pasal kejahatan tindak pidana mana penahanan dapat 
diterapkan. Undang-undang sendiri telah menentukan baik ”secara 
umum” maupun ”secara terinci”, terhadap kejahatan yang bagaimana 
pelakunya dapat dikenakan penahanan. Dasar unsur yuridis atau 
objektif, ditentukan dalam pasal 21 ayat 4 yang menetapkan 
penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa 
yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun maupun 
pemberian bantuan dalam tindak pidana. Yang diancam dengan 
pidana penajara ”lima tahun atau lebih: a) Pidana yang ancaman 
hukumannya lima tahun ke atas yang diperkenankan dilakukan 
penahanan terhadap tersangka atau terdakwa. Kalau ancaman 
hukuman yang tercantum dalam pasal tindak pidana yang dilanggar 
di bawah lima tahun, secara objektif tersangka atau terdakwa tidak 
boleh dikenakan tahanan. Tindak pidanan yang signifikan, ancaman 
hukumannya lebih dari lima tahun ialah kejahatan terhadap nyawa 
174 
Tinjauan Yuridis Penangkapan… Vol. 6, No. 2, November 2013 
orang yang diatur dalam Bab XIX KUHP, mulai dari pasal 338 dan 
seterusnya, b) Di samping aturan umum yang disebut di atas, 
penahanan juga dapat dikenakan terhadap tindak pidana yang disebut 
pada pasal KUHP dan Undang-undang Pidana Khusus di bawah ini, 
sekalipun ancaman hukumannya kurang dari lima tahun. 
2. Landasan Unsur Keadaan Kekhawatiran yang ditinjau dari segi 
subjektivitas si tersangka atau terdakwa, tetapi sekaligus berjumpa 
dua segi subjektif yakni segi subjektif tersangka atau terdakwa; yang 
dinilai secara subjektif oleh penegak hukum yang bersangkutan. 
Adapun unsur keadaan atau keperluan penahanan dimaksud, 
ditentukan dalam pasal 21 ayat 1, yaitu berupa adanya ”keadaan 
yang menimbulkan kekhawatiran”: Tersangka atau terdakwa 
melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau 
dikhawatirkan akan mengulangi tindak pidana. Semua keadaan yang 
”mengkhwatirkan” di sini adalah keadaan yang meliputi subjektivitas 
tersangka atau terdakwa. Dan pejabat yang menilai keadaan 
kekhawatiran itupun bertitik tolak dari dari penilaian subjektif. 
Bukankah sangat sulit menilai secara objektif adanya niat tersangka 
untuk melarikan diri sehingga menkhawatirkan pejabat penegak 
hukukm? Juga keadaan yang mengkhawatirkan bahwa tersangka atau 
terdakwa akan merusak barang bukti maupun hendak mengulangi 
tindak pidana adalah penilaian subjektif. 
3. Dipenuhi Syarat Pasal 21 ayat 1: Tersangka atau terdakwa diduga 
keras sebagai pelaku tindak pidana yang bersangkutan dan dengan 
keras itu didasarkan pada bukti yang cukup. 
Syarat penahanan berbeda dengan syarat penangkapan. 
Perbedaan itu dalam hal bukti. Pada penangkapan, syarat bukti ini 
didasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Sedang pada penahanan 
didasarka pada bukti yang cukup. Dengan demikian syarat bukti dalam 
penahanan lebih tinggi kualitasnya daripada tindakan penangkapan 
(Harahap, 2004: 167). 
 
Tata Cara Penahanan 
 Cara penahanan atau penahanan lanjutan, baik yang dilakukan 
penyidik maupun penuntut umum serta hakim, merujuk pada ketentuan 
pasal 21 ayat dan ayat 3, yakni: 
1. Dengan Surat Perintah Penahanan atau Surat Penetapan. Dalam 
ketentuan ini terdapat perbedaan sebutan. Kalau penyidik atau 
penuntut umum yang melakukan penahanan dilakukan dengan 
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mengeluarkan atau memberikan ”surat perintah penahanan”, dan 
apabila melakukan penahanan itu hakim, perintah penahanan 
berbentuk penetapan ”surat penetapan”. Surat perintah penahanan 
atau surat penetapan penehanan harus memuat: Identitas tersangka 
atau terdakwa, nama, umur, pekerjaan, jenis kelamin, tempat tinggal, 
menyebut alasan penahanan. Umpamnya untuk kepentingan 
penyidikan atau pemeriksaan sidang pengadilan, uraian singkat 
kejahatan yang disangkakan atau yang didakwakan. Maksudnya agar 
yang bersangkutan tahu mempersiapkan diri melakukan pembelaan 
dan juga untuk kepastian hukum, menyebutkan dengan jelas di 
tempat mana ia ditahan, untuk memberi kepastian hukum bagi yang 
ditahan dan keluarganya.  
2. Tembusan harus diberikan kepada keluarga. Pemberian surat 
perintah penahanan atau penahanan lanjutan maupun penetapan 
penahanan yang dikeluarkan hakim, ”wajib” disampaikan kepada 
keluarganya orang yang ditahan. Hal ini dimaksudkan, di samping 
memberi kepastian hukum kepada keluarga, juga sebagai usaha 
kontrol dari pihak keluarga untuk menilai apakah tindakan 
penahanan sah atau tidak. Pihak keluarga diberi hak oleh undang-
undang untuk meminta kepada Praperadilan  memeriksa sah tidaknya 
penahanan (Harahap, 2004: 169). 
 
Analisis Sah Tidaknya Penangkapan dan Penahanan 
Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, aparat kepolisian 
baik sebagai penyelidik maupun sebagai penyidik, merupakan “pintu 
gerbang” proses peradilan pidana. Semuanya berawal dari suatu proses 
penyelidikan atau penyidikan, yang merupakan tugas dan wewenang 
aparat kepolisian.  
Dalam lingkup tugas dan wewenang ini, pihak kepolisian 
dihadapkan pada beberapa hak tersangka yang harus mendapatkan 
perlakuan sebagaimana yang dirumuskan dalam perundang-undangan 
yang ada.  
Hal ini menunjukkan, dalam menangani perkara pihak 
kepolisian segera memeriksanya dengan terlebih dahulu 
memberitahukan hak yang dimiliki tersangka/terdakwa. Salah satu hak 
tersangka yang selalu diberitahukan polisi adalah hak untuk didampingi 
penasehat hukum. Semua responden menjawab bahwa polisi telah 
memberitahukan hak-hak yang dimiliki tersangka ketika akan dilakukan 
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pemeriksaan. Kalau hak tersebut tidak digunakan, penyidik tetap 
melanjutkan pemeriksaan.  
Dalam hal pendampingan oleh penasehat hukum, KUHAP telah 
mengatur dalam Pasal 54, 55 dan 56. Dari ketiga pasal tersebut sangat 
jelas pemberian hak oleh UU kepada tersangka/terdakwa. Sebaliknya 
tidak satupun pasal yang mengharuskan atau mewajibkan penyidik 
untuk menyediakan penasehat hukum bagi tersangka dalam proses 
pemeriksaan. Oleh karena itu, penyidik dalam penulisan ini menyatakan 
bahwa kalau kesempatan untuk didampingi penasehat hukum telah 
diberikan, tetapi tidak digunakan oleh tersangka maka pemeriksaan 
tetap diteruskan, karena hal itu bukan kewajiban polisi untuk 
menyediakannya. Demikian pula, polisi menyarankan, agar tersangka 
mencari penasehat hukum.  
Apabila dikaji secara normatif, maka hak yang dimiliki 
tersangka atau terdakwa tidak dibarengi dengan kewajiban atas 
pemberian hak tersebut. Dalam hukum terdapat adagium ubi jus ibi 
remedium, yang berarti di mana ada hak, maka selalu harus ada 
kemungkinan untuk menuntut dan memperolehnya apabila dilanggar. 
Sebaliknya pula, hanya bila ada proses hukum untuk menuntut, maka 
dapat dikatakan hak tersebut ada (ubi remedium ibi jus). Dalam 
kaitannya dengan hak yang dimiliki tersangka/terdakwa, seharusnya 
terdapat pula kewajiban bagi aparat terkait untuk melaksanakan hak-hak 
yang dimiliki tersangka/terdakwa. Dalam hal ini perlu diperhatikan apa 
yang dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro:  
Pertanyaan yang sering timbul adalah apakah penyebutan hak ini 
tidak selalu dibarengi dengan pengertian adanya kewajiban, 
sehingga menjadi “hak dan kewajiban asasi manusia”. Pandangan 
ini bermula dari pamahaman kita bahwa hak dan kewajiban adalah 
simetris. Hal ini adalah benar, namun perlu diingat bahwa simetri 
ini tidak berada dalam diri individu yang sama. Kalau A 
mempunyai hak X, maka B mempunyai kewajiban yang 
berhubungan dengan hak X, atau kalau A mempunyai kewajiban Y, 
maka B mempunyai hak yang berhubungan dengan kewajiban Y. 
Dalam pengertian HAM, maka seperti diuraikan di atas, hak-hak 
tersebut melekat pada manusia dan hanya dapat dimiliki oleh 
individu. Sedangkan kewajiban yang merupakan bagian simetri di 
atas terdapat pada negara, karena hanya negara yang mempunyai 
kekuasaan memelihara dan melindungi hak-hak individu ini 
(Reksodiputro, 1999: 57). 
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Secara teoritis, keberadaan penasehat hukum sangat diperlukan 
dalam sistem peradilan pidana yang menerapkan asas praduga tak 
bersalah. Hal ini dimaksudkan selain untuk memberikan nasehat-
nasehat hukum kepada tersangka, juga agar pemeriksaan berjalan secara 
fair. Keberadaan penasehat hukum are necessary to provide equal 
access to justice. Salah satu dampak negatif dari tidak adanya 
pendampingan penasehat hukum kepada tersangka adalah timbulnya 
tekanan-tekanan yang dilakukan aparat dalam proses pemeriksaan.  
Hasilnya tersangka/terdakwa mengalami tekanan-tekanan dan 
perlakuan kasar dalam proses pemeriksaan. Perlakuan kasar tersebut 
dilakukan dengan cara memukul, membentak-bentak ataupun 
mengancam. Bahkan terdapat satu tersangka yang menyatakan bahwa 
selain dipukul juga disetrum oleh petugas kepolisian. Nampaknya, 
perlakuan kasar –yang menjurus pada penyiksaan—sudah lazim 
dilakukan dalam rangka mencari alat bukti. Padahal dalam sistem 
hukum acara yang menganut due process secara teguh, yang 
dipertimbangkan adalah bagaimana cara pihak kepolisian memperoleh 
bukti-bukti yang relevan dengan suatu kasus yang tengah dihadapi, 
bukan perolehan bukti-bukti an sich. 
Berbeda dengan jawaban yang diberikan oleh tersangka, terhadap 
penyidik umumnya menjawab bahwa bila penyidik mengalami kesulitan 
karena sikap tersangka yang dengan sengaja mempersulit pemeriksaan, 
maka upaya yang dilakukan penyidik adalah memberikan penjelasan 
kepada tersangka, agar mau memberikan keterangan dengan baik.  
 
Landasan Yuridis Penahanan Diatur dalam KUHAP 
Praperadilan adalah hak seorang tersangka untuk menuntut 
dinyatakan bahwa suatu upaya paksa yang sedang atau telah dijalankan 
kepada dirinya tidak sesuai dengan hukum. Pada Pasal 77 KUHAP 
telah diatur secara limitatif tentang hal yang termasuk dalam 
kewenangan praperadilan untuk memeriksa dan memutus, yaitu: sah 
atau tidaknya penangkapan, penahanan, pengahentian penyelidikan atau 
penghentian penuntutan; dan ganti kerugian atau rehablitasi yang 
berhubungan dengan penghentian penyidikan atau penghentian 
penuntutan. 
Mengenai hal yang termasuk dalam kewenangan praperadilan 
untuk memeriksa dan memutus, penulis berpendapat bahwa yang termasuk 
dalam kewenangan praperadilan untuk memeriksa dan memutus adalah 
sesuai dengan ketentuan yang diatur secara limitatif dalam Pasal 77 
178 
Tinjauan Yuridis Penangkapan… Vol. 6, No. 2, November 2013 
KUHAP, walaupun ada juga yang berpendapat tentang apa yang dapat 
diajukan ke praperadilan bukan hanya sebatas yang diatur dalam Pasal 77 
KUHAP saja tapi juga dengan melihat Pasal 95 dan 97 KUHAP tentang 
tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi, sehingga Praperadilan tidak hanya 
untuk memeriksa dan memutus sah tidaknya penangkapan, penahanan, 
penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, ganti rugi dan/atau 
rehablitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat 
penyidikan atau penuntutan saja, tapi juga Praperadilan dapat dimohonkan 
untuk memeriksa dan memutus permintaan ganti kerugian dan/atau 
rehabilitasi atas tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-
undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya.  
Pada kasus, Tim Penasihat Hukum Ba’asyir mengajukan 
permohonan Praperadilan pada tahap penyidikan, maka sesuai dengan 
Pasal 77 KUHAP, yang termasuk kewenangan praperadilan untuk 
memeriksa dan memutus pada tahap ini adalah sah atau tidaknya 
penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan ganti kerugian 
dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan 
pada tingkat penyidikan. 
Sesuai dengan ketentuan di atas, maka permohonan Praperadilan 
yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Ba’asyir sesuai dengan 
wewenang Praperadilan untuk mengadili dan memutus. 
Permohonan Praperadilan mengenai tidak sahnya penangkapan 
dan penahanan diajukan karena menurut pendapat Tim Penasihat Hukum 
Ba’asyir, penangkapan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian terhadap 
Ba’asyir tidak dilandasi oleh bukti permulaan yang cukup sebagaimana 
disyaratkan dalam KUHAP. Sedangkan menurut pendapat Penyidik 
penangkapan yang mereka lakukan atas diri Ba’asyir telah dilandasi 
dengan bukti-bukti yang cukup yaitu Laporan Polisi ditambah dengan dua 
alat bukti lainnya. 
Dalam Pasal 1 butir (20) KUHAP dijelaskan penangkapan adalah 
suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan 
tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan 
penyidikan atau penuntutan atau peradilan dalam hal serta menuntut cara 
yang diatur menurut undang-undang ini. Pasal 17 KUHAP menerangkan 
bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga 
keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. 
Mengenai apa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup 
diterangkan dalam penjelasan Pasal 17, yaitu bukti permulaan untuk 
menduga adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seorang tersangka. 
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Adanya pasal ini maka menunjukkan bahwa perintah penangkapan 
tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan 
kepada mereka yang benar-benar melakukan tindak pidana.  
Berdasarkan yurisprudensi tetap di dalam putusan-putusan 
Praperadilan, untuk menetukan bukti permulaan yang cukup dipergunakan 
ukuran yuridis Pasal 183 jo Pasal 184 jo Pasal 185 KUHAP. Sehingga 
bukti yang mendasari suatu penangkapan sekurang-kurangnya adalah dua 
alat bukti yang sah, yang termasuk alat bukti yang sah ialah; keterangan 
saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.  
Bukti permulaan yang disampaikan oleh Penyidik berupa 
keterangan atas nama seorang laki-laki yang bernama Omar Al-Faroug 
tidak dapat dipergunakan sebagai bukti permulaan karena keterangan 
tersebut diperoleh berdasarkan pemeriksaan polisi di Amerika atau 
ditempat lain diluar Indonesia. Kalau Penyidik hendak mengajukan 
keterangan tersebut sebagai bukti permulaan untuk melakukan 
penangkapan terhadap Ba’asyir maka seharusnya Omar Al-Farouq 
dihadirkan dan diperiksa oleh Kepolisian RI di Indonesia. 
Pengertian penahanan menurut Pasal 1 butir (21) jo Pasal 20 
KUHAP, ialah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu 
oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, 
dalam hal ini serta menurut cara yang diatur menurut undang-undang 
ini. Apabila kita melihat dari syarat penahanan yang diatur dalam Pasal 
21 ayat (1) dan (4) KUHAP, maka syarat penahanan yang harus 
dipenuhi agar suatu penahanan sah, dapat terbagi menjadi: 
1. Syarat subyektif (Pasal 21 ayat (1) KUHAP), dimana tersangka 
diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan 
yang cukup, dikhawatirkan akan melarikan diri, dikhawatirkan 
merusak atau menghilangkan barang bukti, dan dikhawatirkan 
mengulangi tindak pidana.  
2. Syarat objektif (Pasal 21 ayat (4) KUHAP), dimana tersangka diancam 
dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, dan tindak pidana 
sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 21 ayat 4 huruf b KUHAP. 
Bahwa suatu pertimbangan subyektif tidak boleh melanggar 
suatu fakta objektif ataupun rasa keadilan dalam masyarakat, bilamana 
hal tersebut dibiarkan maka tidak akan ada bedanya antara 
pertimbangan subyektif menurut hukum dengan tindakan kesewenang-
wenangan. Alasan Kepolisian RI bahwa penahanan dilakukan karena 
adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka 
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akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, 
dan/atau mengulangi tindak pidana harus dibuktikan terlebih dahulu. 
Dalam kaitannya dengan dugaan Ba’asyir telah melakukan tindak 
pidana Imigrasi dan keterlibatan Ba’asyir pada peristiwa pengeboman-
pengobaman yang terjadi di Indonesia, penahanan yang dilakukan oleh 
Kepolisian RI tidak memenuhi dan tidak berdasar pada syarat subyektif 
dari penahanan yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1), yaitu: 
1. Adanya dugaan keras bahwa tersangka Ba’asyir diduga terlibat dalam 
beberapa kasus peledakan bom tidak didasarkan pada bukti yang cukup. 
Karena penahanan terhadap Ba’asyir didasarkan pada keterangan saksi 
atas nama seorang laki-laki yang mengaku bernama Omar Al-Faroug. 
Sedangkan menurut yurisprudensi tetap didalam putusan-putusan 
Praperadilan sudah diakui untuk menetukan bukti permulaan yang 
cukup dipergunakan Pasal 184 jo Pasal 185 KUHAP. 
2. Ba’asyir dalam keadaan terbaring sakit dirawat inap di rumah sakit 
PKU Muhammadiyah, Solo. Merupakan suatu hal yang telah 
diketahui umum, seseorang yang terbaring dirumah sakit jelas-jelas 
tidak mampu melakukan tindakan melarikan diri, menghilangkan 
atau merusak barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana. 
Akan tetapi, jika kita melihat pada syarat objektif (Pasal 21 ayat 
(4) KUHAP), tindakan penahanan yang dilakukan oleh aparat 
Kepolisian RI selaku penyidik terhadap Ba’asyir telah sesuai, karena 
Ba’asyir disangka telah diduga keras melakukan perbuatan pidana, 
antara lain: 
1. Tindak Pidana Imigrasi (Pasal 48 dan Pasal 53 UU No. 9 Tahun 
1992) Pasal 48: “Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah 
Indonesia tanpa melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di tempat 
Pemeriksaan Imigrasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 
tiga tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas 
juta rupiah)”. Pasal 58: “Orang asing yang berada diluar wilayah 
Indonesia secara tidak sah atau yang pernah diusir atau di deportasi 
dan berada kembali dalam wilayah Indonesia secara tidak sah, 
dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan atau 
denda paling banyak Rp. 30. 000. 0000,- (tiga puluh juta rupiah)”. 
2. Pasal 104 KUHP: Makar yang dilakukan dengan niat hendak 
membunuh Presiden atau wakil Presiden atau dengan maksud 
hendak merampas kemerdekaannya atau hendak menjadikan mereka 
itu tiada cakap memerintah, dihukum mati atau penjara seumur hidup 
atau penjara sementara selama-lamanya duapuluh tahun. 
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Penutup 
Untuk memberikan perlindungan kepastian dan perlindungan 
hukum kepada tersangka atau terdakwa seharusnya Polri 
mengedepankan asas praduga tak bersalah adanya saling pengertian 
terhadap tugas dan kewajiban masing-masing, secara tidak langsung 
telah terjalin suatu kerja sama yang baik dalam rangka usaha 
menegakkan Hukum, Keadilan dan Kebenaran mencari kebenaran 
Materiil dengan menghormati azas “Presumption of Innocence”. 
Bagi Polri perlu memperhatikan dalam UU No. 2 Tahun 2002 
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya dalam Pasal 
5 disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan 
alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban 
masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, 
pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka 
terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kemudian, di dalam Pasal 13 
disebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia 
adalah: (1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (2) 
menegakkan hukum dan; (3) memberikan perlindungan, pengayoman 
dan pelayanan kepada masyarakat. Dari serangkaian tugas kepolisian, 
salah satu tugas yang mendapatkan perhatian adalah tugas dalam rangka 
menegakkan hukum. Sebagai penegak hukum, polisi masuk dalam 
jajaran sistem peradilan pidana, sebagai salah satu subsistem. 
Perlunya penyempurnaan terhadap pasal-pasal yang sudah tidak 
relevan lagi dengan kondisi masyarakat sekarang khususnya tentang 
pengkapan dan penahanan yang diatur dalam KUHAP agar terhindar 
dari multi inepretasi hukum. 
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